Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 166/Pdt.P/2022/PA.PwI
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Hj. Marwati Nurdin Binti Binti H. Nurdin Eccu, tempat dan tanggal lahir
Wonomulyo, 18 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, Pendidikan Diploma lll, tempat kediaman
di Jalan Mr.Muh. Yamin No. 123, Kelurahan Pekkabata,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai

Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 April 2022

telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan

Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 166/Pdt.P/2022/PA.Pwl dengan

dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Siti Dharmawati Dhia Ayu Kusuma binti Sudardi Darwis, S.H dengan
Muhammad Sibli Syarzaki bin Sudardi Darwis, S.H lahir dari pasangan suami istri
atas nama Sudardi Darwis, S.H bin Darwis dengan Hj. Sukmawati Nurdin binti H.
Nurdin menikah pada tanggal 20 Juni 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa,
Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat) dengan Nomor Akta Nikah: 216/23/VI11/1993, sebagaimana Surat
Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Womonomulyo,
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Kabupaten Polewali Mandar dengan nomor B-980/KUA.31.03.02/PW.01/11/2019
teranggal 4 November 2019;

2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Sudardi Darwis, S.H bin Darwis dengan Hj.
Sukmawati Nurdin binti H. Nurdin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-

masing bernama:

2.1. Siti Dharmawati Dhia Ayu Kusuma binti Sudardi Darwis, S.H,
umur 19 tahun;

2.2 Muhammad Sibli Syarzaki bin Sudardi Darwis, S.H, umur 16
tahun;

3. Bahwa ibu Pemohon bernama Hj. Sukmawati Nurdin binti H. Nurdin, telah
meninggal dunia pada tanggal 2 September 2016, berdasarkan Kutipan Akta
Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali
Mandar nomor : 7604-KM-30102016-0120 tertanggal 19 September 2019,
sedangkan ayah Pemohon bernama Sudardi S,H bin Darwis telah meninggal dunia
pada tanggal 10 Juni 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan
oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar nomor : 7604-KM-
07012022-2025 tertanggal 7 Januari 2022;
4. Bahwa hubungan Nasab antara Pemohon dengan anak bernama
Muhammad Sibli Syarzaki bin Sudardi adalah kemanakan Pemohon;
5. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dari
Pengadilan Agama Polewali, guna untuk pengurusan balik nama sertifikat
dari almarhum H. Nurdin serta keperluan lainya;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan meninggalnya Hj. Sukmawati Nurdin binti H. Nurdin pada tanggal 2
September 2016, dan Sudardi Darwis, S,H bin Darwis pada tanggal 10 Juni 2021
3. Menetapkan Pemohon Siti Dharmawati Dhia Ayu Kusuma binti Sudardi, S.H

sebagai wali dari Muhammad Sibli Syarzaki bin Sudardi, S.H;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait
Perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap

pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A.
Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/23/VI11/1993, an. Sudardi Darwis
dan Sukmawati Nurdin, tertanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mamasa, yang bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis
hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya,
(bukti P);

2. Fotokopi Kutiapan Kartu Keluarga Nomor 7604030602090014 a.n. Sudardi,
yang diterbiktkan oleh Kepala Dinas Kependudukasn dan Catatan Sipil
Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan berstempel pos,
kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata
sesuai aslinya, (bukti P.2).

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 7604-KM-07012022-0025, tanggal 07
Januari 2020, a.n. Sudardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukasn dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang
bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa
dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P.3)

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 7604-KM-30102016-0120, tanggal 19
september 2019, a.n. Hj. Sukmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukasn dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang
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bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa
dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutiapan Akta Kelahiran Nomor 02856/UM/VII/2007 a.n.
Muhammad Sibli Syarzaki, yang diterbiktkan oleh Kepala Dinas
Kependudukasn dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang
bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa
dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P.5).

6. Fotokopi Kutiapan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022022-0011
a.n. Suharman, yang diterbiktkan oleh Kepala Dinas Kependudukasn dan
Catatan Sipil Kabupaten Polkewali Mandar, yang bermeterai cukup dan
berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti
tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/55/1X/2004, an. Safril dan Hj. Marwati
Nurdin, tertanggal 27 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, yang
bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa
dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P);

8. Fotokopi Kutiapan Kartu Keluarga Nomor 7604042607160001 a.n. Hj.
Marwati Nurdin, yang diterbiktkan oleh Kepala Dinas Kependudukasn dan
Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan
berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti
tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P.2).

9. Fotokopi Silsila Keturunan Subaha Nomor 472.32/09/Kec. balanipa, tanggall
14 Febtruari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balanipa, Kecamatan
Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan berstempel
pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut
ternyata sesuai aslinya, (bukti P.5);

Saksi:

1. Rosmiati Nurdin binti Nurdin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi saudara kandung
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dengan Pemohon;
- Bahwa saudara kandung Pemohon bernama Hj. Sukmawati Nurdin telah
meninggal dunia pada tanggal 02 September 2016 karena sakit,
sedangkan suaminya yang bernama Sudardi Darwis juga telah meninggal
dunia tanggal 10 Juni 2021 yang lalu karena sakit
- Bahwa almarhum Sudardi Darwis telah dikaruniai 2 orang anak, dan
salah satunya bernama Muhammad Sabli Syarzaki dalam Pemeliharaan
Pemohon;;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama
Polewali agar pemohon ditetapkan sebagai wali anak yang bernama
Muhammad Sabli Syarzaki bin Sudardi Darwis untuk pengurusan balik
nama sertifikat atasnama H. Nurdin;
2. Husnul Khatimah bin llham, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi ponakan
Pemohon;
- Bahwa pemohon bersaudara kandung 6 orang dan salah satu
saudara kandungnya bernama Hj Sukmawati telah meninggal dunia
pada tahun tanggal 02 September 2016 yang lalu karena sakit;
- Bahwa suami almarhumah Sukmawati Nurdin bernama Sudardi
Darwis meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum Sudardi nurdin dengan almarhumah Sukamwati
telah dikarunia telah dikaruniai 2 orang anak;i;
- Bahwa salah satu anaknya bernama MuhammadSibli Syarzaki
dalam Pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan
Agama Polewali agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang
bernama Muhammad Sabli Syarzaki untuk Pengurusan berkas balik
nama sertifikat atas nama Nurdin Eccu;

Atas pertanyaan ketua majelis, pemohon membenarkan keterangan

saksi 1 dan saksi 2 tersebut diatas.
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Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Pemohon setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir,
dengan demikian maksud Pasal 145, Pasal 146 Rbg. Jo Pasal 26
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya
adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung almarhum
Sudardi Darwis dengan almarhumah Hj. Sukmawati bernama Muhammad Sali
Syarzaki, lahir tanggal 04 Nopember 2005, dimana dalil-dalil dan alasannya
selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang akan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( Fotokopi keterangan suami istri antara
almarhum Sudardi darwis dengan almarhumah Hj. Sukmawati), tanggal 09
Maret 2022 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh
karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi kartu keluarga yang telah
memenuhi syarat formil dan materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
Sudardi darwis telah terdaftar sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165
HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;
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Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P. 5, P.6, P.7 dan P.8, berupa fotokopi
Surat Kematian an. Sudardi Darwis, Hj, Sukmawati, akta kelahiran Muhammad
Sibli Syarzaki, buku Nikah pemohon dan Kartu Keluarga, dan silsila keturunan
Nurdin Eccu y yang diterbiktkan oleh Kepala Dinas Kependudukasn dan
Catatan Sipil Kabupaten Polkewali Mandar, yang bermeterai cukup dan
berstempel pos, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di
Persidangan yang bernama Rida binti Soedah dan Nasrawati binti Laode
Biri, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah saudara kandung
almarhumah Hj. Sukmawati, dan semasa hidupnya almarhumah Sukmawati
telah menikah dengan Sudardi Darwis dan telah dikaruniai 2 orang anak dan
salah satunjya belum dewasa yakni Muhammad Sibli Syarzaki dalam
penguasaan Pemohon dan tujuan diajukannya Permohonan Perwalian ini
adalah agar Pengadilan Agama Polewali menetapkan Pemohon sebagai wali
dari anak tersebut yang untuk pengurusan balik nama atas sertifikat atasnama
Nurdin Eccu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan
Keterangan dan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat-surat dan
saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan
sebagsai berikut:

1. Bahwa almarhum Sudardi Darwis dan almarhumah Hj. Sukmawati telah
dikaruniai 2 orang anak salah satunya yakni Muhammad Sibli Syarzaki di
Lingkungan Oting, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali
Mandar, dan tinggal bersama Pemohon sejak ayah kandungn dan ibu kandungnya
meninggal;

2. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anak tersebut untuk
dipergunakan untuk baliknama atas sertifikat an. Nurdin Eccu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis

Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 107 ayat (1) Kompilasi
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Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur
21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, hal itu baik mengenai
pribadi anak-anak maupun harta bendanya sebagaimana diatur dalam Pasal 107
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermohon kepada Pengadilan
Agama Pokewali dengan maksud untuk mengurus berkas Pendaftaran
baliknama sertifikat an. Nurdin Eccu, maka diperlukan adanya Penetapan Wali
dari Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
permohonan penetapan wali Pemohon adalah untuk mengurus berkas
baliknama sertifikat an. Nurdin Eccu, maka permohonan Pemohon agar
ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Sibli Syarzaki
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hj. Mardawati Nurdin binti Nurdin) sebagai
wali dari anak yang bernama Muhammad Sibli Syarzaki, lahir tanggal 04
November 2005;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dr.
Alyah Salam, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Dwi
Rezki Wahyuni, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 166/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. Dr. Alyah Salam, M.{

Hakim Anggota,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.
Perincian biaya :

1. PNBP Rp60.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp55.000,00
4. Materei Rp10.000,00

Jumlah Rp185. 000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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